




1.1 Latar Belakang 
Pemekaran daerah adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang 
merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri 
sendiri. (Poerwandarminta, 2005). Tuntutan dari pemekaran wilayah yang 
terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakmampuan pemerintah 
dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari 
luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan 
prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan 
dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan 
pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relative jauh dari pusat. 
Dilakukannya pemekaran daerah telah dijabarkan dalam bagian 
penjelasan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, 
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pada bagian penjelasan disebutkan 
bahwa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua 
daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau 
penggabungan beberapa daerah. Dasar pertimbangan pembentukan daerah 
adalah berdasarkan pertimbangan sosial budaya, sosial politik, potensi 
daerah, kamampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, dan 
pertimbangan lain.  
Pemekaran daerah memberi kesempatan pada daerah untuk 
melakukan pemerataan pembangunan. Pemerintah memperbaiki pemerataan 
fasilitas umum dan memaksimalkan pelayanan.  Adanya pemekaran daerah 
diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik 
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dan pemerataan pembangunan. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya 
pemekaran Kabupaten Boyolali.  
Kondisi geografis yang luas juga menjadi alasan mengapa harus 
dilakukan pemekaran, jika wilayah suatu daerah terlalu luas maka 
dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Faktor 
luas wilayah tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya pemekaran 3 
kecamatan di Kabupaten Boyolali, tujuan pemekaran daerah yang disebabkan 
oleh luas wilayah adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat 
(Pemerintah Kabupaten Boyolali, 2019). Adanya pemekaran wilayah 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari aparatur 
pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Faktor 
yang sering digunakan untuk menilai kinerja pelayanan dari daerah otonomi 
hasil pemekaran adalah ketersediaan pelayanan publik yang dinilai dari 4 
(empat) aspek, yaitu: pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan 
sarana dan prasarana umum, dan pelayanan administrasi kependudukan. 
Keempat jenis pelayanan publik ini dinilai mampu menggambarkan 
kebutuhan dasar masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial 
dan ekonominya.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pembentukan kecamatan dapat 
berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; 
dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa 
kecamatan. Dalam Pasal 3 juga dinyatakan bahwa untuk melaksanakan 
pamekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni 
administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Pemekaran kecamatan yang 
semula hanya satu wilayah kemudian dibagi menjadi dua kecamatan bukan 
hal yang mudah, dimana pemekaran harus membutuhkan personil yang 
cukup, harus memiliki kantor kecamatan sendiri, membutuhkan fasilitas 
kantor lainya termasuk di dalamnya biaya rutin yang semuanya itu 
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dimaksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda 
pemerintahan di kecamatan. 
Seperti yang terjadi di Kabupaten Boyolali yang telah resmi tambah 
tiga kecamatan hasil pemekaran wilayah sesuai dengan Ranperda tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah resmi ditetapkan DPRD 
Boyolali. Ketiga kecematan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan 
Ampel, Kecamatan Musuk dan Wonosegoro. Wilayah yang dimekarkan 
menjadi dua, yakni Ampel dan Kecamatan Gladagsari. Kemudian, Kecamatan 
Musuk dipecah jadi Musuk dan Tamansari. Selanjutnya Kecamatan 
Wonosegoro dipecah menjadi Kecamatan Wonosegoro dan Kecamatan 
Wonosamodro. Kecamatan Wonosamodro menghimpun sepuluh desa yang 
sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Wonosegoro. Sementara Kecamatan 
Wonosegoro menghimpun sepuluh desa yang tiga di antaranya hasil 
pemindahan administrasi dari Kecamatan Kemusu, yaitu Desa  Guwo, 
Lemahireng, dan Kauman, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 18 Tahun 2018.  
Pemekaran wilayah yang terjadi mengakibatkan adanya perubahan 
batas administrasi pada ketiga kecamatan yang megalamami pemekaran. Peta 












Kecamatan Ampel yang terletak di Kabupaten Boyolali mempunyai 
ketinggian 699 meter di atas permukaan air laut (mdpl) dengan luas wilayah 
sebesar  90,3912 Km2. Kecamatan ampel mengalami pemekaran menjadi 2 
kecamatan. Kecamatan Ampel seluas wilayah 30,3775 km2 dengan jumlah 
penduduk sebanyak 40601 jiwa tahun 2019 dan Kecamatan Gladagsari luas 
wilayahnya 60,0138 km2 dengan jumlah penduduk 41852 jiwa tahun 2019. 
Kecamatan Musuk mempunyai ketinggian 632 meter di atas permukaan 
air laut (mdpl) dengan luas wilayah 65,0414 km2. Kecamatan Musuk mengalami 
pemekaran wilayah menjadi 2 kecamatan. Kecamatan Musuk dengan luas wilayah 
30,5292 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 32199 jiwa tahun 2019 dan 
kecamatan Tamansari memiliki luas wilayah 34,5121 km2 dengan jumlah 
penduduk 29225 jiwa tahun 2019. 
Kecamatan Wonosegoro mempunyai ketinggian 177 meter di atas 
permukaan air laut (mdpl) dengan luas wilayah 92,998 km2. Kecamatan 
Wonosegoro mengalami pemekaran wilayah menjadi 2 kecamatan. Kecamatan 
Wonosegoro dengan luas wilayah 51,792 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 
39085 jiwa tahun 2019 dan Kecamatan Wonosamodro memiliki luas wilayah 
58,855 km2 dengan jumlah penduduk 30250 jiwa tahun 2019.  
Setelah terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 
pengurusan dokumen kependudukan pada kecamatan baru masih dilakukan secara 
bertahap dan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan belum maksimal. 
Kantor Kecamatan Ampel yanng baru belum dibangun dan kantor Kecamatan 
Gladagsari masih dalam tahap pembangunan. Adanya pemekaran wilayah di 
Kecamatan Ampel, Kecamatan Musuk, dan Kecamatan Wonosegoro setelah 
pemekaran wilayah menjadi bertambah 3 kecamatan baru, yaitu Kecamatan 
Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro. Daerah penelitian ini perlu dianalisis 
sesuai dengan kaidah kelayakan pemekaran karena ketersediaan sarana prasarana 
yang tidak merata, berdasarkan permasalahan di atas maka penulis bermaksut 
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melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KELAYAKAN LOKASI 
PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN BOYOLALI  ” 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang ada di 
daerah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut; 
1. Bagaimana karakteristik persyaratan administratif, fisik dan teknik 
terkait pemekaran wilayah di daerah penelitian? 
2. Bagaimanakah kelayakan lokasi pemekaran wilayah di daerah 
penelitian terhadap faktor dan indikator pemekaran wilayah?  
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi karakteristik persyaratan administratif, fisik dan 
teknik terkait pemekaran wilayah di Kabupaten Boyolali 
2. Mengevaluasi dan menganalisis kelayakan lokasi pemekaran wilayah 
di daerah penelitian 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Manfaat penelitian ini: 
1. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 
program kesarjanaan S-1 Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah. 
2. Secara akademis penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti 
lain untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang 
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi 
instansi yang berwenang, khususnya pemerintah Kabupaten Boyolali 
dalam membangun wilayahnya, dan 
4. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dalam 
penentuan lokasi pemekaran wilayah 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 
1.5.1 Telaah Pustaka 
a. Wilayah  
Wilayah adalah suatu area yang mempunyai kondisi fisik yang 
sama/homogen (W. I. G. Joerg). Wilayah adalah area yang mempunyai 
karaktenistik kenampakan permukaan yang sama dan kenampakan ini 
sangat berbeda dengan kenampakan-kenampakan lain di daerah sekitarnya 
(N.M. Fanneman). 
Wilayah adalah bagian tertentu dari suatu kesatuan administratif 
pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ilmu wilayah 
mempelajari kondisi suatau wilayah dalam hubungannya dengan tata 
kehidupan yang berkembang disitu.  
Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan 
dalam rangka memanfaatkan potensi- potensi wilayah yang ada, untuk 
mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi 
kepentingan masyarakatnya disitu khususnya dan dalam skala Nasional. 
b. Pemekaran Wilayah 
Pemekaran wilayah adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang 
merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri 
sendiri. (Poerwandarminta; 2005). Pemekaran daerah adalah suatu proses 
membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada 
menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Landasan 
pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata 
Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. 
Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah 
administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari 
induknya. Pembagian tersebut menyangkut luas daerah maupun jumlah 
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penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan satu 
pola yakni dari satu provinsi menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi 
induk. Sementara pada level kabupaten terdiri dari beberapa pola yakni, 
pertama, dari satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru (Daerah 
Otonom Baru) dan kabupaten induk. Kedua, dari satu kabupaten menjadi 
satu kota baru dan kabupaten induk. Ketiga, dari satu kabupaten menjadi 
dua kabupaten baru dan satu kabupaten induk (Yuliati, 2011). Pembagian 
atau pecahan suatu daerah tersebut adalah dengan pembentukan daerah 
baru untuk menjadi mandiri sebagai daerah otonom yang ditetapkan 
dengan undang-undang dan syarat-syarat pembentukan daerah ditetapkan 
dengan peraturan pemerintah. 
Sejarah pemekaran wilayah di Indonesia sudah ada sejak Era 
Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949) kala itu, Indonesia memiliki 8 
Propinsi yaitu Sumatera, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Pada masa itu pula, 
Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk 
menguasai Indonesia dan sejumlah “negara-negara boneka”dibentuk 
Belanda dalam wilayah Negara Indonesia. 
Hal ini terus berlanjut dengan dihadirkannya berbagai landasan 
konstitusional produk politik penting yang memiliki kapasitas untuk 
membingkai hubungan antara Jakarta dan daerah-daerah dalam keserasian 
dan keseimbangan. Menurut Gie bahwa undang-undang pertama yang 
dihasilkan adalah memberikan kekuasaan politik kepada daerah-daerah 
untuk menentukan arah politik lokal masing-masing. Kemudian, UU 
berikutnya diarahkan secara langsung untuk mencapai sebuah format 
hubungan Pusat-Daerah yang ideal yakni UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 
32 Tahun 1956, UU No. 1 Tahun 1957, Perpu No. 6 Tahun 1959 dan 
Perpu No. 5 Tahun 1960 (Cormelis Lay, 2001 : 140). 
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Pemekaran daerah adalah upaya memperpendek rentang kendali 
pemerintah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah 
dan pengelolaan pembangunan daerah. Konsep dasarnya adalah 
memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa 
yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu dan 
memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah 
seperti masalah kebijakan moneter, pembangunan jalan antar kota dan 
provinsi maupun pemeliharaan dalam sistem pengairan yang melintasi 
berbagai wilayah. Tekad pemerintah pusat diadakan pemekaran daerah 
adalah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola 
daerahnya sendiri(Suparmoko, 2002). 
Batas wilayah, diyakini sebagai faktor penting dalam setiap usulan 
wacana pemekaran wilayah. Kemungkinan seperti ini harus tetap diamati 
karena beberapa daerah yang dimekarkan selalu diperhadapkan oleh 
persoalan-persoalan prosedural dari persyaratan pemekaran wilayah. 
Selain itu, jika pemekaran wilayah tidak melalui kajian yang tepat dan 
cermat serta komprehensif maka usulan tersebut bisa saja ditunda. 
Alasannya, adalah bahwa tujuan pemekaran wilayah dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menghindari terjadinya 
sentimen-sentimem etnisitas. Misalnya, terjadi konflik antara daerah dalam 
perebutan resources di dalam satu kawasan. Pada hal otonomi bukan dan 
tidak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjustifikasi penyangkalan 
terhadap ke-indonesiaan dan sekaligus sebagai pembenaran atas 
kebangkitan dan pemujaan terhadap politik kesukuaan. 
c. Metode Deskriptif  
Metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status 
masyarakat, suatu situasi, sistem pemikiran dan peristiwa pada zaman 
sekarang, (Nazir,1988). Jadi tujuan dari penelitian deskripsi adalah 
membuat catatan deskripsi tentang representasi terstruktur yang berkaitan 
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kejadian yang diteliti. Untuk memperoleh penjelasan yang presisi tentang 
sebuah kelompok, menjelaskan prosedur sebuah hubungan. Membuat 
penjelasan menyeluruh dalam jenis angka atau verbal, menyediakan data 
dari dasar suatu hubungan dan membuat alat klasifikasi untuk subjek 
penelitian. Metode ini juga bisa menjelaskan suatu proses untuk 
mengoleksi data yang bersifat kontradiktif dari subjek penelitian. 
d. Pendekatan Geografi 
Dalam geografi untuk mendekati suatu permasalahan, digunakan 
tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan keruangan (spatial approach), 
pendekatan ekologi (ecological approach), dan pendekatan kompleks 
wilayah (regional complex approach) (Bintarto dan Surastopo, 1981:12-
30).  
1 Pendekatan Keruangan Analisa keruangan mempelajari perbedaan 
lokasi mengenai sifatsifat penting atau seri sifat-sifat penting. Dengan 
kata lain dapat dikatakan bahwa dalam analisa keruangan yang harus 
diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan 
penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang 
dirancangkan. Analisa keruangan dapat diketahui dari pengumpulan 
data lokasi yang terdiri dari data titik (point data) seperti: data 
ketinggian tempat, data sampel tanah, data sampel batuan, dan data 
bidang (areal data) seperti: data luas hutan, data luas daerah pertanian, 
data luas padang alang-alang. 
2 Pendekatan Ekologi Studi mengenai interaksi antara organisme hidup 
dengan lingkungan disebut ekologi, sehingga dalam mempelajari 
ekologi seseorang harus mempelajari organisme hidup seperti manusia, 
hewan, tumbuhan serta lingkungannya seperti litosfer, hidrosfer, 
atmosfer. Organisme hidup dapat pula mengadakan interaksi 11 
dengan organisme yang lain. Manusia merupakan satu komponen 
dalam organisme hidup yang penting dalam proses interaksi. Oleh 
karena itu muncul pengertian ekologi manusia (human ecology) 
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dimana dipelajari interaksi antar manusia dan antara manusia dengan 
lingkungannya.  
3 Pendekatan Kompleks Wilayah Kombinasi antara analisa keruangan 
dan analisa ekologi disebut analisa kompleks wilayah. Dalam analisa 
ini, wilayah-wilayah tertentu didekati dengan pengertian areal 
differentiation, yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah 
akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah berbeda 
dengan wilayah yang lain. Pada analisa ini diperhatikan pula mengenai 
penyebaran fenomena tertentu (analisa keruangan) dan interaksi antara 
variabel manusia dan lingkungannya untuk kemudian dipelajari 
kaitannya sebagai analisis kelingkungan.  
Pendekatan kompleks wilayah menekankan bahwa sebuah wilayah 
tidak lain juga merupakan bagian dari suatu sistem yang didalamnya 
terdapat komponen-komponen wilayah yang diyakini saling terkait satu 
sama lain, saling berimbaldaya, dan saling berinteraksi. Konsekuensi dari 
interaksi tersebut ialah bahwa apabila ada salah satu atau beberapa anggota 
komponen yang berubah mungkin akan mengakibatkan perubahan 
komponenkomponen yang lain, (Hadi Sabari Yunus, 2010). Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kompleks wilayah, karena peneliti menganalisis 
kelayakan pemekaran wilayah di Kabupaten Boyolali. 
e. Penelitian Kualitatif 
Penelitian kualitatif merupakan langkah penelitian yang memiliki 
hasil berupa informasi deskriptif verbal tulis maupun lisan. Ini bersumber 
dari orang yang sedang diteliti, (Taylor dan Bogdan, Moleong, 2007). 
Penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasarkan pada filsafat post 
positivisme yang dipakai untuk memahami situasi sebuah objek alami. 
Peneliti merupakan kunci utama dalam metode ini, (Sugiyono, 2011). 
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Metode penghimpunan informasi memakai triangulasi sementara 
dalam menganalisis data menggunakan induktif kualitatif Penelitian ini 
lebih memfokuskan pada manfaat daripada generalisasi. 
 
f. Sistem Informasi Geografis 
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah himpunan instrumen 
(tools) yang difungsikan untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaktifan, 
pentransformasian dan penyajian data spasial dari suatu fenomena nyata di 
permukaann bumi, dilakukan untuk tujuan tertentu misalnya pemetaan. 
SIG merupakan bagian pemrosesan data dalam pemetaan, mengandung 
sistem basis data untuk menjelaskan data. 
Data SIG merupakan bagian penting dari SIG. Pengumpulan data 
dapat dari survei, lembaga- lembaga pemerintahan dan sumber lainya 
misalnya fasilitas penyadiaan jasa komersial.   
Dilihat dari fungsinya, SIG mempunyai kemampuan sebagai 
berikut: 
1. Pemasukan data, dapat mengubah format data dari format existing- nya 
(orthofoto, citra satelit) menjadi format data digital yang dapat diproses 
dengan SIG.  
2. Pengelolahan data (data processing), dapat mengolah data yang telah 
disimpan sebelumnya menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 
keperluan tertentu. 
3. Memanimulasi dan analisis data, data yang diperoleh dapat dianalisis 
sehingga dapat diperoleh informasi tertentu yang dapat digunakan 
untuk keperluan tertentu. 
4. Percetakan data (data printing), data yang telah diolah menjadi 




GIS juga mempunyai arti integrasi data yang dikumpulkan pada 
skala yang berbeda, waktu berlainan data yang dikumpulkan pada skala 
yang berbeda, waktu berlainan dan dalam format yang berbeda . Data 
tersebut harus diintegrasikan dalam suatu sistem yang sama sehingga 
mempunyai arti yang sesuai dengan tujuan analisa. Pekerjaan penyusunan 
GIS pada intinya dapat disarikan menjadi 4 M yang meliputi :  
1. Measurement (Pengukuran) environment parameter (parameter 
lingkungan)  
2. Mapping (membuat peta)  
3. Monitoring (Memonitor/memantau) perubahan spatial dan waktu 
disekitar obyek  
4. Modeling (Pemodelan) alternatif penerapan model. 
Dalam penelitian ini hanya mengguakan mapping. Mapping ialah 
penggunaan data geospasial untuk pemetaan di berbagai bidang seperti 
penggunaan lahan, kelautan, studi perkotaan dan sebagainya. 
g. Teori Pusat Pelayanan 
Teori Tempat Pusat atau Teori Pusat Pelayanan (central place 
theory), diasumsikan sebagai tempat yang memberikan peluang kepada 
manusia yang jumlahnya maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
pelayanan maupun sebagai pihak yang dilayani. Tempat semacam itu 
digambarkan sebagai titik simpul-simpul dari suatu bentuk geometrik 
heksagonal yang memiliki kawasan pengaruh yang luas terhadap tempat-
tempat di sekitarnya (Walter Christaller, 1933). 
Teori ini berusaha untuk menggambarkan suatu keadaan dimana 
sebuah daerah dapat menjadi sebuah "pusat" atau "sentral" yang 
berhubungan serta memberikan dampak bagi pemukiman atau kota-kota 
disekitarnya, sehingga, daerah "pusat" atau "sentral" tersebut menjadi 
pusat kegiatan menyediakan berbagai macam barang atau jasa bagi 
pemukiman atau kota-kota disekitarnya. Selain itu, teori ini juga 
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menjelaskan fungsi dari berbagai tempat di sekitar pemukiman, misalnya 
desa dan kota. Teori ini berorientasi pada lokasi suatu daerah, dengan 
berberapa kondisi tertentu.  
Ciri dari pusat pelayanan adalah bahwa pusat tersebut menyediakan 
pelayanan (barang dan jasa) untuk wilayah pemukiman dan daerah 
sekitarnya yang lebih besar. Lokasi kegiatan yang melayani kebutuhan 
penduduk harus berada pada tempat yang sentral. Setiap pusat memiliki 
jangkauan pasar (market range). Jangkauan pasar adalah jarak di mana 
seseorang bersedia untuk mengadakan perjalanan dalam mencapai fasilitas 
atau sarana yang diperlukannya. 
1.5.2 Penelitian Sebelumnya 
Penelitian yang akan dilakukan terkait kelayakan pemekaran wilayah 
di daerah penelitian tidak lepas dari penelitian sebelumnya sebagai acuan dan 
perbandingan. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti yang sesuai 
dengan penelitian saat ini antara lain: 
1. Sulthon Rohmadin  dan Yusi Eva Batubara, tahun 2017 dengan penelitian 
yang berjudul “Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Tana Righu 
Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Tujuan 
penelitian ini menganalisis potensi Kecamatan Tana Righnu dengan faktor 
dan indikator pembentukan kecamatan, yaitu penduduk, luas daerah, 
rentang kendali, aktivitas prekonomian dan ketersediaan sarana prasarana. 
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kelayakan 
administratif, analisis kelayan fisik kewilayahan dan analisis kelayakan 
teknik.  
Hasil berdasarkan analisis kelayakan administratif, baik ditinjau 
dari batas usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tana Righu dan 
penyelengggaran desa di seluruh wilayah Kecamatan Tana Righu, yang 
semuanya di atas 15 (lima belas) tahun, maka dapat disimpulkan bahwa 
Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat administratif untuk 
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dimekarkan. Berdasarkan analisis kelayakan fisik kewilayahan, yang 
mempersyaratkan cakupan wilayah kecamatan baru untuk daerah 
kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa, maka dapat dikatakan bahwa 
Kecamatan Tana Righu belum memenuhi syarat untuk dimekarkan. 
Alasannya, jumlah seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Tana 
Righu baru mencapai 18 desa, sehingga masih kurang minimal 2 desa lagi 
agar dapat dimekarkan. Berdasarkan analisis kelayakan teknis, yang 
mempersyaratkan adanya penghitungan data kuantitatif terhadap potensi 
yang ada di Kecamatan Tana Righu, maka dapat ditegaskan bahwa 
Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, karena 
total seluruh indikator yang mencapai 480 atau dalam kategori Sangat 
Mampu. Berkaitan dengan lokasi ibu kota kecamatan yang baru, apabila 
Kecamatan Tana Righu memang akan jadi dimekarkan di masa 
mendatang, maka dapat disimpulkan bahwa aspirasi sebagian besar 
masyarakat menginginkan Desa Kareka Nduku untuk menjadi ibu kota 
kecamatan, karena lokasi yang strategis, rentang kendali yang ideal, dan 
sarana prasarana/infrastruktur yang relatif memadai. Namun demikian, 
tentunya hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar benar-benar 
didapatkan letak/lokasi ibu kota kecamatan baru apabila kelak Kecamatan 
Tana Righu akan dimekarkan. 
2. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., M.A. b. dan Dr. H. Dede Mariana, Drs., 
M.Si., tahun 2008 dengan penelitian yang berjudul “Studi Kelayakan 
Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur”. Tujuan penelitian ini 
menganalisis potensi wilayah calon Kota Cipanas. Menganalisis 
kemungkinan pemekaran Kabupaten Cianjur sesuai dengan indikator 
dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, 
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Menganalisis kelayakan 
pemekaran Kabupaten Cianjur dari sisi biaya dan manfaat. Metode analisis 
untuk memprediksi kelayakan pemekaran Kabupaten Cianjur 
menggunakan metode analisis biaya dan manfaat (cost and benefit) dengan 
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memperhatikan potensi, permasalahan, dan kecenderungan perkembangan 
wilayah calon Kota Cipanas dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Cianjur. 
Hasil berdasarkan hasil perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 
2007, skor total calon Kota Cipanas berdasarkan data yang diperoleh 
adalah sebesar 415 (mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor 
kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 60, faktor potensi daerah 60 
dan faktor kemampuan keuangan 65. Sementara skor total Kabupaten 
Cianjur induk, berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 406 
(mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan 
sebesar 100, faktor ekonomi 70, faktor potensi daerah 60 dan faktor 
kemampuan keuangan 45. Kabupaten Cianjur (induk) maupun calon Kota 
Cipanas, secara total nilai keseluruhan faktor masuk kategori mampu 
untuk dijadikan daerah otonom. Namun, secara normatif berdasarkan PP 
No. 78 Tahun 2007, dinyatakan bahwa apabila ada salahsatu faktor dari 4 
faktor penentu pembentukan daerah otonom baru (faktor kependudukan 
kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau 
faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan 
kurang dari 60), baik daerah otonom induk dan/atau calon daerah otonom 
baru, maka proses pembentukan daerah otonom baru belum dapat 
dilanjutkan. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa total nilai faktor 
kemampuan keuangan daerah induk (Kabupaten Cianjur) setelah 
dimekarkan hanya memperoleh skor 45, atau tidak mencapai batas 
minimal skor sebesar 60. Dengan demikian, meskipun skor secara 
keseluruhan termasuk kategori mampu, namun karena ada salahsatu faktor 
yang skornya tidak memenuhi batas minimal maka prosedur pembentukan 
daerah baru belum dapat dilanjutkan. 
3. Agus Subagyo, tahun 2013 dengan penelitian yang berjudul “Analisis 
Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung”. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kemungkinan kelayakan 
pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berdasarkan PP 
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No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Metode analisis yang digunakan 
adalah metode analisis kelayakan administratif, analisis kelayan fisik 
kewilayahan dan analisis kelayakan teknik. 
Hasil berdasarkan analisis kelayakan administratif, baik ditinjau 
dari batas usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Pangalengan dan 
penyelengggaran desa di seluruh wilayah kecamatan Pangalengan, yang 
semuanya di atas 5 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan 
Pangalengan telah memenuhi syarat administratif untuk dimekarkan. 
Berdasarkan analisis kelayakan fisik kewilayahan, yang 
mempersyaratkan cakupan wilayah kecamatan baru untuk daerah 
kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa, maka dapat dikatakan bahwa 
kecamatan Pangalengan belum memenuhi syarat untuk dimekarkan. 
Alasannya, jumlah seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan 
Pangalengan baru mencapai 13 desa, sehingga masih kurang minimal 7 
desa lagi agar dapat dimekarkan. Berdasarkan analisis kelayakan teknis, 
yang mempersyaratkan adanya penghitungan data kuantitatif terhadap 
potensi yang ada di kecamatan Pangalengan, maka dapat ditegaskan 
bahwa Kecamatan Pangalengan telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, 
karena total seluruh indikator yang mencapai 367 atau dalam kategori 
MAMPU. 
Persamaan dan perbedaan penellitian sebelumnya dengan 
penelitian ini, yaitu persamaannya menganalisis kelayakan pemekaran 
wilayah dan perbedaannya daerah penelitian pada penelitian sebelumnya 
belum mengalami pemekaran wilayah sedangkan dalam penelitian ini 
daerah penelitiannya sudah mengalami pemekaran. 
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Tabel 1.1 Perbedaan Peneliti Dan Perbandingan Dengan Peneliti Sebelumnya 
No  Peneliti Judul Metode Hasil 
1.  Sulthon Rohmadin 




Tana Righu Kabupaten 
Sumba Barat Provinsi 
Nusa Tenggara Timur 
 Metode Skoring 
 Metode rata – rata 
 Metode kuota 
 Berdasarkan analisis kelayakan Administratif 
Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat 
administratif untuk dimekarkan 
 Berdasarkan analisis kelayakan fisik kewilayahan 
Kecamatan Tana Righu belum memenuhi syarat 
untuk dimekarkan 
 Berdasarkan analisis kelayakan teknis, yang 
mempersyaratkan adanya perhitungan data 
kuantitatif terhadap potensi yang ada di Tana 
Righu, maka dapat di tegasgaskan bahwa 
Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat 
untuk dimekarkan, karena total seluruh indikator 
yang mencapai 480 atau dalam kategor Sangat 
Mampu. 
2.  Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., 
M.A. b.  
Studi Kelayakan 
Pemekaran Wilayah 
 Metode survei dengan 
desain penelitian 
 Kabupaten Cianjur (induk) maupun calon Kota 
Cipanas, secara total nilai keseluruhan faktor 
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 Dr. H. Dede Mariana, Drs., 
M.Si. 
(2008) 
Kabupaten Cianjur deskriptif analisis masuk kategori mampu untuk dijadikan daerah 
otonom.  
 Namun, secara normatif berdasarkan PP No. 78 
Tahun 2007, dinyatakan bahwa apabila ada 
salahsatu faktor dari 4 faktor penentu 
pembentukan daerah otonom baru (faktor 
kependudukan kurang dari 80 atau faktor 
kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor 
potensi daerah kurang dari 60, atau faktor 
kemampuan keuangan kurang dari 60), baik 
daerah otonom induk dan/atau calon daerah 
otonom baru, maka proses pembentukan daerah 
otonom baru belum dapat dilanjutkan. 






 Metode Skoring 
 Metode rata – rata 
 Metode kuota 
 Berdasarkan analisis kelayakan teknis, yang 
mempersyaratkan adanya penghitungan data 
kuantitatif terhadap potensi yang ada di 
kecamatan Pangalengan, maka dapat ditegaskan 
bahwa Kecamatan Pangalengan telah memenuhi 
syarat untuk dimekarkan, karena total seluruh 
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indikator yang mencapai 367 atau dalam kategori 
MAMPU. 
 
4.   Luthfi Nur Fadhila 
(2020) 
Analisis Kelayakan Lokasi 
Pemekaran Wilayah Di 
Kabupaten Boyolali 





1.6 Kerangka Penelitian 
Faktor pemekaran wilayah adalah penduduk, luas daerah, rentang 
kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana prasarana. Jumlah 
penduduk dan sarana prasarana yang tidak sepadan membuat kurang 
efektifnya pelayanan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan 
sarana dan prasarana umum, dan pelayanan administrasi kependudukan. 
Kondisi geografis yang luas juga menjadi alasan mengapa harus dilakukan 
pemekaran, jika wilayah suatu daerah terlalu luas maka dikhawatirkan 
pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Terlalu luas nya 
wilayah juga membuat jarak tempuh untuk menuju ke pusat pemerintahan 
juga menjadi jauh dan lama. Tujuan pemekaran daerah yang disebabkan oleh 
luas wilayah adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 




































Tingkat Kelayakan Pemekaran 
 
Pemekaran Wilayah 
Faktor dan indikator kelayakan 
pemekaran wilayah 
 Penduduk 
 Luas daerah 
 Rentang kendali 
 Aktivitas perekonomian 




Penyebab terjadinya pemekaran wilayah 




1.7 Batasan Operasional 
Pemekaran wilayah adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang 
merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri 
sendiri, (Poerwandarminta; 2005). 
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/aspek fungsional. (Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 1997). 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang 
ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, 
maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, Menurut Arikunto 
Suharsimi (1998: 117) 
SIG (Sistem Informasi Geografis) menjadi salah satu metode dalam 
menyelesaikan permasalahan suatu fenomena di ruang lingkup geografi. 
Ruang lingkup geografi ini disebut dengan geospatial yang meliputi lapisan-
lapisan di sekitar atau di permukaan bumi. Longley et al. (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
